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 ABSTRAK   :     - Bahwa perempuan memiliki harkat, martabat, dan peran strategis dalam 

pembangunan daerah sehingga pemberdayaan dan perlindungan perempuan 

perlu dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk 

mewujudkan kesetaraan gender, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kesenjangan gender dan berbagai 

bentuk diskriminasi serta kerentanan yang dialami perempuan sehingga 

diperlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan untuk menjamin akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.  

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; 

UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019; 

UU No.39 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2004; UU No.21 

Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; UU No.12 Tahun 2022; UU No.4 Tahun 

2024; UU No.97 Tahun 2024; UU No.2 Tahun 2026; PP No.4 Tahun 2006; 

PERPRES No.55 Tahun 2024; PERMENPPPA No.3 Tahun 2023; PERMENPPPA 

No.8 Tahun 2024; PERBKKBN No.17 Tahun 2020; PERDAPROV. JABAR No.2 

Tahun 2023. 

              -  Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pemberdayaan dan 

perlindungan perempuan di Daerah, meliputi hak perempuan, pemberdayaan 

dan peningkatan kompetensi serta partisipasi perempuan, perlindungan 

perempuan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk perlindungan 

dalam situasi bencana dan bagi Pekerja Rumah Tangga, serta mengatur sistem 

informasi, kerja sama, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan 

pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, dan pembiayaan.  

CATATAN :         - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2026. 

        - penjelasan 7 HLM. 


